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PUTUSAN
Nomor: 0373/Pdt.G/2016/PA.Ckr.
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

NAMA PENGGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi, yang
selanjutnya disebut "PENGGUGAT”,-

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
dahulu bertempat tinggal di XXX, Kabupaten
Bekasi, sekarang tidak diketahui lagi tempat
tinggalnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia
yang selanjutnya disebut "TERGUGAT”,-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan

perkara,-

Telah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa

bukti-bukti dipersidangan,-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 01 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register Nomor:

0373/Pdt.G/2016/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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1. Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 29 Januari
2006 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX
sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
373/373/4/1/2006 Tertanggal 29 Januari 2006;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal Terakhir
di XXX. Kab Bekasi. Sebagai tempat tinggal bersama;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai Tiga orang anak
yang masing —masing bernama:

1. XXX, Anak laki-laki, umur 9 tahun;
2. XXX, Anak laki-laki, umur 7 tahun;
3. XXX, Anak Perempuan, umur 7 tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2015 kehidupan rumah tangga antara
Penggugat dengan  Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam
rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain
a. Tidak Jujur Dalam masalah Keuangan Keluarga;

b. Meninggalkan keluarga tanpa kabar berita mulai tanggal 16 juli 2015
sampai saat ini;

c. Tidak memberi Nafkah Lahir Batin Istri dan kedua anakanya yang
bernama XXX, anak laki-laki umur 9 tahun dan XXX anak perempuan
umur 7 tahun ;

d. Membawa anak kedua kami XXX anak laki-laki umur 7 tahun ke
rumah orang tuanya di padang Sumatra barat, tanpa ada pembicaraan

sebelumnya;
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5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi kurang lebuh pada bulan Juli 2015, yang akibatnya
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang / pisah rumah :

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawainan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah suudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-
masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hokum dan norma agama
maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat dengan
Tergugat;

7. Bahwa Tergugat pada saat ini benar-benar tidak diketahui lagi
keberadaanya, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh
Kantor Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup
lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat
telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat
perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasakan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu Tergugat (NAMA TERGUGAT) kepada

Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
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3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan
lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat hadir sendiri
dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang
lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun
Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut berdasarkan pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan lagi pula tidak ternyata bahwa
ketidak hadirannya tersebut disertai alasan yang sah menurut hukum,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
dengan memberikan saran dan nasehat terhadap Penggugat untuk rukun dan
damai meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak menambah atau
merubah terhadap gugatannya tersebut,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NAMA
PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, (P.1),-

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah : 373/373/4/1/2006
Tertanggal 22 Januari 2016, atas nama Penggugat dan Tergugat,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,

Kabupaten Bekasi, (P.2),-
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3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor : 040.2/020/11/2016

tertanggal 26 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi,(P.3),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat
juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. SAKSI 1, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat
suami Penggugat mantu saksi namanya NAMA TERGUGAT, bahwa
Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah
pada tahun 2006 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka sebagai
wali nikah, dan selama berumah tangga dengan Tergugat telah
dikaruniai tiga orang anak,-

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga
tinggal bersama di XXX, Kabupaten Bekasi, dan pada awalnya rumah
tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang
sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih dan saksi
tahu dari pengaduan dan cerita Penggugat kepada saksi penyebabnya
yang saksi tahu karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, dan
Tergugat lebih mementingkan familinya dari pada keluarga serta
Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, dan yang tahu

saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dengan
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membawa anak yang kedua sampai dengan sekarang kurang lebih 1
tahun, dan dari sejak itu Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak
lagi diketahui dimana Tergugat tinggal, dan mereka telah pisah rumah
kurang lebih 1 tahun tanpa ada kabar berita dari Tergugat, dan atas
keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya,-

2. SAKSI II, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan
Tergugat suami Penggugat namanya NAMA TERGUGAT, bahwa
Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah
pada tahun 2006 tapi saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka,
dan selama berumah tangga dengan Tergugat telah dikaruniai tiga
orang anak,-

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga
tinggal bersama di XXX, Kabupaten Bekasi, dan pada awalnya rumah
tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang
sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar
mereka berselisih tapi saksi tahu dari cerita ibu saksi kepada saksi
penyebabnya yang saksi tahu karena Tergugat tidak menafkahi
keluarganya, dan yang tahu saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah
tanpa pamit sampai dengan sekarang kurang lebih 1 tahun, dan dari
sejak itu Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak lagi diketahui

dimana Tergugat tinggal, dan mereka telah pisah rumah kurang lebih 1
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tahun tanpa ada kabar berita dari Tergugat, dan atas keterangan saksi
tersebut Penggugat membenarkannya,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan

sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat hanya menyampaikan

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada

gugatannya dan mohon Putusan,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis
menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini,-

TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan diatas,-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap persidangan,
maka patutlah Pengadilan menghukum Tergugat dengan menyatakan tidak
hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek)

sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati

Penggugat untuk rukun dan damai meneruskan rumah tangganya dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan

dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan

Penggugat, akan tetapi tidak pula serta merta gugatan Penggugat dapat
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dikabulkan tapi perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah
gugatan tersebut mempunyai dasar yang kuat, sehingga ada alasan bagi
Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa
rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan
tetapi sejak bulan Juli 2015 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat
tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat pergi meninggalkan rumah
tanpa seizin Penggugat dari sejak Juli 2015 sampai dengan sekarang kurang
lebih 1 tahun dan dari sejak itu Tergugat tidak pernah pulang lagi dan malah
Tergugat tidak dikatehui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya
tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah
disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material

telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan,-

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang
perkawinan dan domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 berada diwilayah
hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal
49 ayat (1) hurup a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka
Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara ini ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan
Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang
berwenang untuk itu, dan merupakan akta otentik, dan dikuatkan dengan
keterangan saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah,
yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2006 dan telah
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, serta
Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan
Tergugat meskipun sekarang sudah pisah rumah namun sebelumnya sudah
pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta
telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga
orang anak,-

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan
keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis
lagi dan sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai
dengan sekarang kurang lebih selama 1 tahun dan Tergugat sudak tidak
diketahui lagi tempat tingganya,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut
diatas, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada keharmonisan dimana diantara Penggugat dengan Tergugat
sudah pisah rumah selama 1 tahun, hal itu membuktikan bahwa telah terjadi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut perselisihan yang terus

menerus karena tidaklah mungkin terjadi pisah rumah selama 1 tahun kalau
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dalam rumah tangga tersebut masih harmonis dan sejahtera, maka apabila
kondisi seperti itu tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan masalahat
bagi keduanya malah akan mendatangkan madharat bagi keduanya sehingga
dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat telah pecah, karena sudah tidak dapat
mewujudkan tujuan perkawinan dalam rumah tangganya sebagaimana yang

dikehendaki oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf ( f ) Peraturan
Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam
dan gugatan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga dapat
dikabulkan dengan verstek,-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan
tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk melanjutkan perkawinan
dengan Tergugat, sehingga untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak
satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu
helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan,-

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara
perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7

tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun
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2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, patutlah bagi Pengadilan
untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana
tercantum dalam diktum amar putusan ini;
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT)
terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT),-

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk
menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa
materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXX, Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan

untuk itu,-

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa, tanggal 12 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1437
H. oleh kami Drs. M. Effendy, HA yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Muhsin, SH dan Hj. Asmawati,
SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
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tersebut dibantu oleh Taufik Ahmad, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,-

Ketua Majelis,

ttd
Drs. M. Effendy, HA
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Mubhsin, SH, Hj. Asmawati, SH. MH,
Panitera Pengganti,
ttd
Taufik Ahmad, SH _
Perincian biaya perkara:
1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2 Biaya Proses Rp. 50.000,00
3 Panggilan Rp. 255.000,00
4. Redaksi Rp. 5.000,00
5 Materai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 346.000,00 ,(tigaratus empatpuluh enamribu

p)

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Cikarang

R. Jaya Rahmat, S.Ag, M.Hum
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